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Abstrak
 

Perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank dibuat salah satu pihak dalam hal ini adalah bank dengan

klausulaklausula yang ditetapkan secara sepihak dan diberlakukan secara umum kepada konsumen. Dengan

demikian konsumen tidak mempunyai daya tawar yang seimbang dengan pelaku usaha. Perjanjian baku

dalam perjanjian kredit bank tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara menyeluruh tentang isi dan bentuk perjanjian, untuk

mengetahui sejauhmana klasula baku dalam perjanjian kredit bank dapat merugikan konsumen dan untuk

mengetahui sejauhmana klausula baku dalam perjanjian kredit bank bertentangan dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu

penelitian terhadap norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, kontrak atau perjanjian, putusan

pengadilan dan pendapat nara sumber yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Perjanjian kredit bank isinya memuat klausula baku yang sangat merugikan konsumen. Klausula baku

tersebut memberikan tanggung jawab kepada konsumen lebih banyak dibandingkan dengan bank, bahkan

tanggung jawab yang seharusnya ada pada bank dialihkan kepada konsumen. Klausula baku dalam

perjanjian kredit Bank isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan yang

seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha melalui hak dan kewajibannya.

Mengingat klausula-klausula baku perjanjian kredit bank isinya merugikan konsumen, maka pengawasan

dan penegakan hukum terhadap pelanggaran klausula baku diharapkan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah

dan Instansi terkait. Bank Indonesia yang mempunyai tugas mengawasi perbankan dapat mengambil peran

dalam mengawasi model-model perjanjian kredit yang memuat klausula-klausula yang merugikan

konsumen tersebut.

......Standard agreement in the bank credit agreement is established by either of the parties, it is bank in this

matter, under clauses separately specified and generally imposed on consumers. Therefore, the consumers

do not have a bargaining power which compatible with the stakeholders. Standard agreement in the bank

credit agreement is not appropriate to the principles of contract freedom as specified in the Civil Code.

This research is aimed at: (1) entirely identifying the content and nature of the bank credit agreement; (2)

identifying the extent to which the standard clause in the banking credit agreement may injure consumers;

(3) identifying the extent to which the standar clause in the banking credit agreement contradict to the Law

Number 8 Year 1999 regarding Consumer?s Protection.

Methodology applied in this research is normative juridical research, namely a research on legal norms

existing in a law, contract or agreement, judicial decision, and opinions expressed by respondents relating to

consumer's protection.
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Banking credit agreement contain standard clauses which are very injurious to the consumers and contradict

to the Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer?s Protection, because the content of this standard

clauses specify more accountability imposed on consumers than a bank. Even, an accountability which

should have been imposed on the bank is assigned to consumers. Consumers Protection Law provides

compatible protection to consumers and stakeholders through their right and obligations.

Considering that the content of standard clauses of banking credit agreement is injurious to consumers, then

control and law enforcement relating to the breach against the standard clauses should be implemented by

Government and related agencies. Bank of Indonesia having the duty of controlling banking institutions may

play a role in controlling the models of credit agreement containing clauses which are injurious to

consumers. 


